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TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa daerah menyusun rencana pembangunan
daerah yang merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan nasional sebagai dasar
pelaksanaan pembangunan daerah untuk
mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa pemilihan umum kepala daerah serentak
secara nasional tahun 2024 menjadikan daerah
harus dipimpin oleh Penjabat kepala daerah karena
masa jabatan dan juga periodesasi dokumen
perencanaan menengah daerah berakhir;

bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi
Penjabat (Pj) kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
tahun 2023-2026, diperlukan pengaturan tentang
rencana pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten



Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019  tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

>

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai,

Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.

Perangkat Daerah adalah Organisasi perangkat Daerah Kabupaten
Kepulanan Mentawai.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk
periode tahun 2023 sampali denganqghun 2026,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periodmg sampali denga.n’rahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
untuk periode 1 (satu) tahun,

Pasal 2

(1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah

Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah _fg.hun 2023
sampai dengarifahun 2026.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut

dalam RKPD.



Pasal 3

RPD merupakan pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD; dan

b. pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan DaerahTahun 2023-2026.

Pasal 4

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BABIl Gambaran Umum,;

BABIII Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;

BABV Tujuan dan Sasaran;

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program

Perangkat Daerah;

. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BABIX Penutup.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

oo TP

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di
Daerah.

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi;

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah:

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah; dan

c. evaluasi terhadap rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

(1) Perubahan RPD dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan,

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal i1 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUD#S SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 1] Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

J S —
MARTINUS D

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022
NOMOR &
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d. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun
evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢;

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
periode berikutnya.

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target

sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai

2023-2026, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan

kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya dengan

memperhatikan perundangan yang berlaku.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUD BAGGALET

IX.6



